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PENDAHULUAN




BAB |
PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman:;

2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

3, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya,

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: KMA/QBO/SKMNVIIY
2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku |
dan Buku Il (Edisi Revisi);

6. Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

7. Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Di Pengadilan
Secara Elektronik jo Keputusan Dirjen Badilag MARI Nomor 1294/
DIA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi
Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,
Namor: WE-A/1236/PS.01/ SK/6/2019, tanggal 14 Juni 2019, tentang
Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, dan Surat Tugas
Nomor W9-A/2168/PS.01/11/2019, tanggal 11 November 2019;

B. Ruang Lingkup Pengawasan

Bidang Manajemen Peradilan
Bidang Administrasi Perkara,

Bidang Administrasi Persidangan;
Bidang Eksaminasi Putusan;

Bidang Administrasi Kesekretariatan;
Bidang Pelayanan FPublik;

Bidang Implementasi SIPP
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8. Bidang Implementasi Website.

C. Tujuan Pengawasan
1. Menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan benar,

2 Meningkatkan kinarja pelayanan publik;

3, Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan;

4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan;

5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan,

kepegawaian dan perpustakaan;

6. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran
dan barang milik Negarz;

7. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan
dan ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan;

8. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-
permasalahan yang terdapat di lapangan, memberikan pertimbangan
dan rekomendasi Kkepada atasan sebagai bahan untuk
menindaklanjuti dan dalam mengambil keputusan;

D. Metodelogi Pengawasan.

1. Memeriksa yang terkait dengan Manajemen Peradilan dan
Pelayanan publik;

2. Melakukan pemeriksaan teknis administratif berkas perkara terhadap
perkara-perkara yang telah diputus,

' 3. Memeriksa seluruh buku register, seluruh buku jurnal, buku induk
keuangan perkara, minutasi perkara, keuangan perkara serta

| laperan perkara, Pengelolaan PNBP, dan lain-lain, dengan cara
mengamati apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan buku
pedoman pelaksanaan tugas dan Buku Bindalmin (Buku Il MARI

Edisi Ravisi Tahun 2013),

4. Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Di

Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Dirjen Badilag MARI
Nomor 1284/DJA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (terutama
pada Pasal 29, 30, 33 dan 36), sebagai dasar yang lebih
menguatkan arah pemeriksaan kepada administrasi elektronik dalam
hal ini SIPP;
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5. Wawancara dengan beberapa pejabal dan staf yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas;

6. Memeriksa bidang kesekretariatan,

7. Memeriksa SIPP

8. Memeriksa Website.

E. Waktu Pelaksanaan
Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI

Jakarta Nomor WS-A/2040/PS.01/1C/2019, tanggal 22 Oktober 2019,
pengawasan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilaksanakan selama
3 har, terhitung dari tanggal 12 s.d 14 November 2019 oleh Hakim
Tinggl Pembina dan Pengawas Daerah dengan dibantu oleh 3 orang
pendamping, data selengkapnya sebagai berikut;
1.  Nama Drs. H. Muri, S H.. M.M.
MNIP 19560131 198403 1001
Pangkat/Golengan Pembina Utama (IV/e)
Jabatan Ketua Tim/Hakim Utama
2. Nama Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.
NIP 19580307 188403 1001
Pangkat/Golongan Pembina Utama(lV/e)
Jabatan Anggota/Hakim Utama
3. Nama Mohamad Khotib, S.H., M.H.
NIP 19691016 199403 1002
Pangkat/Golongan Penzata (I\V/a)
Jabatan Sekertaris |/Pasnitera Pengganti
4. Nama Akhmad Fauzy, S.H.
NIP 19580212 198803 1004
Pangkat/Golongan Pembina (IV/a)
Jabatan Sekretaris lI/Panitera Pengganti
5. Nama Dewi Utari, S.E., M.M.
NIP 19790102 2006804 2001
Pangkat/Golongan Pengatur Tk. | (llitd)
Jabatan Asisten/Kepala Sub Bag Keuangan

dan Pelaporan
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BAB II
HASIL PENGAWASAN




BAB I
HASIL PENGAWASAN

A.PELAYANAN PU BLIK_
12

Kondisi:

Masih ada aparatur Psngadilan Agama Jakarta Selatan yang tidak
memakai tanda pengenal pada hari dan jam kerja;

Kriteria;

Buku V| Tata Laksana Pengawasan Fengadilan;

Sebab:

Masih ada Pegawai tidak mengindahkan kode etik pegawai;;

Akibat:

Adanya kesulitan membedakan antara pegawali/aparat Pengadilan
Agama Jakarta Selatan dengan pihak [ain;
Rekomendasi:

Hendaknya seluruh aparat Pengadilan Agama Jakarta Selatan
memakai tanda pengenal yang sudah ditentukan pada hari dan jam
kerja;

Kondisi:

Tidak ada petugas resepsionis dan buku tamu di ruang Resepsionis;
Kriteria;

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8 Tahun 2016;

Sebab:

Belum ada petugas yang ditunjuk dan kelengkapannya;

Akibat:

Tamu kesulitan mencari impormasi;

Rekomendasi:

Segera disiapkan petugas resepsionis dan kelengkapannya di ruang
resepsionis;

Kondisi:

Pengadilana Agama Jakarta Selatan tidak pernah membuat laporan
pengaduan dalam Kctak saran;

Kriteria;

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9 Tahun 2016;

Sebab:

Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum melaksanakan PERMA RI
Nomer 9 Tahun 2016 dengan baik;

Akibat:

Apabila ada masyarakat yang komplen melalui kotak saran
pengaduan mengalimi kendala;



Rekomendasi:
Buat rekapan laporan pengaduan masyarakat yang ada dikotak

saran;
Kondisi:

Diruang laktasi dan ruang bermain  belum dipisah dan tidak
tersedianya air minum;

Kriteria;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 121 Tahun 2015 tentang
penyediaan air

Sebab:

Para pencari keadilan tidak dapat fasilitas air minum dan tempat laktasi;
Akibat:

Para pencari keadilan terpaksa harus membawa air minum sendiri
dan kurang nyaman diruang laktasi;
Rekomendasi:

Untuk disediakan air minum dan dilakukan pemisahan ruang laktasi;
Kondisi:

Petunjuk pintu masuk dan keluar belum tersedia;

Kriteria;

Petunjuk pintu masuk dan keluar harus ada;

Sebab:

Untuk mempermudah tamu yang datang;

Akihat:

Sehingga tamu yang datang saling bertemu antara keluar dan

masuk;
Rekomendasi:

Untuk segera dibuatkan petunjuk pintu masuk dan pintu keluar;




B. MANAJEMEN PERADILAN

1

Kondisi:

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Nomor WQ-MIES10_-a!l(p.c:4.6.‘9f2019 tanggal 2 September 2019
tentang rincian tugas (jo® description) Hakim dan Pegawai Pengadilan
Agama Jakarta Selatan tahun 2019 telah dibuat dan disimpan sebagai
dakumen, tetapi sepertinya belum di distribusikan kepada seluruh
Pegawai, hal ini nampak disetiap meja Pegawai tidak ada tampilan
rincian tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

Kriteria;

Rincian tugas (job description) harus diketahui cleh Hakim dan
Pegawai, agar bisa tahu tugas-tugas yang harus dikerjakan, oleh
karena itu dekumennya harus terpampang disetiap meja kerja masing-
masing Hakim dan Pegawai agar mudah ditemukan dan dibaca;
Sebab:

Belum di sosialisasikannya job description kepada semua Pegawai
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, naskahnya didistribusikan kepada
Hakim dan Pegawal,

Akibat:

Hakim dan Pegawal tidak semuanya paham dan mengerti rincian
tugas-tugasnya secara lengkap dan rinci, sehingga menjadi kendala
dalam melaksanakan tugas pokoknya,

Rekomendasi:

Job description supaya di sosialisasikan dan naskahnya di distribusikan
kepada seluruh Pegawai dan Hakim agar setiap saat bisa diketahui
tentang tugas-tugasnya;

Kondisi:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang
Hakim Pengawas Bidang tahun 2018 Nomor WS-A4/7383/Ps.01/
8/2019 tanggal 2 Cktober 2018 Hakim Pengawas Bidang sudah
melaksanakan pengawasan dan sudah membuat laparan hasil
pengawasan (LHP) dan sudah dilaporkan/diserahkan kepada Wakil
Ketua Pengadilan Agama Jakara Selatan selaku koordinator
pengawasan di Pengadilan Agama Jeakarta Selatan tetapi Wakil Ketua
belum menindak lanjuti ;

Kriteria;

Hasil laporan pengawasan dari Hawasbid kepada Wakil Ketua, maka
VWakil Ketua selaku koordinator pengawasan menindaklanjuti dengan
melakukan telaah/kajian bersama selurun Hawasbid. Kemudian
membuat laporan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama dan
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta,

Sebab:

Wakil Ketua Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam hal ini
belum melaksanakan keritera terseput dikarenakan masih menunggu
terlebih dahulu SK. Hawasbid. Sebagaimana tersebut diatas;



Akibat:

Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta selaku kawal depan Mahkamah
Agung yang berwenang melakukan pengawasan tidak bisa segera
mendeteksi secara dini kekurangan/kesalahan pelaksanaan tugas
Pengadilan Agama vang ditamukan oleh Hawasbid. Dalam
pengawasannya;

Rekomendasi:

Laporan hasil pengawasan dari Hawasbid. Segera ditelaah dan di
laporkan kepada Ketua Perngadilan Agama dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama;

Kandisi:

Pembuatan hasil laporan pengawasan (LHP) dari Hawasbid. Belum
mengikuti format dari Bdan Pengawas Mahkamah Agu Rl dengan
sistim yang membuat kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi;
Kriteria;

Model pembuatan pelaporan hendaknya mengacu kepada sistim yang
diditerapkan cleh BAWAS. MAR|

Sebab:

Belum terscsialisasikannya sistem pelaporan dengan format yang
diterapkan oleh BAWAS  MARI dan Hawasbid. Belum
melaksanakannya:

Akibat:

Masih terdapat format LHP. Versi lama, sehingga belum ada
keseragaman format;

Rekomendasi:

Format LHP. Hawasbid. Hendaknya dibuat seragam sesuai format dari
BAWAS. MARI;

Kondisi:

Besaran biaya radius pada SK. Panjar sebaglan belum sama dengan
peradilan lain pada wilayah hukum yang sama;

Krileria;

Seharusnya sama dengan Pengadilan Negri/lain karena pada satu
wilayah;

Sebab:

Adanya kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tentang
itu, namun kedapan perlu dipikirkan juga tentang besaran biaya panjar
pada radius;

AKibat:

Tidak sama besaran panjar biaya perkara dalam wilayah yang sama;
Rekomendasi:

Agar Ketua Pengadilan Agama mengkaji kembali, kemungkinan
adanya surat keputusan bersama Ketua Pengadilan Agama dengan
Ketua Pengadilan Negri di wilayah yang sama tentang biaya radius;
Kondisi:

Ketua belum pernah melakukan pengawasan langsung memeriksa
catatan court calender masing-masing hakim, meskipun Ketua telah
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mengintruksikan pembuatan court calender kepada semua hakim untuk
mencatat semua kegiatan terkait dengan perkara yang ditanganinya,
dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;

Kriteria;

Sesuai dengan fungsi manejemen, pimpinan secara berkala harus
melakukan pengawasan secara langsung catatan court calender
semua hakim, apa sudah dilakukan dengan baik atau belum;

Sebab: .

Belum direncanakan dengan baik tetang pemeriksaan court calender
tersebut:

Akibat:

Tidak terdeteksi apakah hakim telah membuat/mencatat kegiatan
dalam memutus perkaranya dalam court calender;
Rekomendasi:

Ketua melakukan pemeriksaan court calender hakim secara berkala

untuk mengetahui secara dini perkara-perkara yang ditangani hakim
yang bersangkutan;
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1.

c. ADMINISTRAS| PERKARA;

Kondisi :

Pada Perkara Nomor 1021/PDT.G/2018/PAJS.Daftar banding
tanggal Nomor 30 tanggal 15 Mei 2019 tanggal minutasinya belum
ditulis pada register permohcnan banding.

Kriteria :

Dalam pengisian buku register permchonén banding, seharusnya
dilakukan dengan tertib dan cermat yaitu semua terisi penuh dan
sempurna, sesuai dengan petunjuk buku Il edisi revisi tahun 2013,
halaman 22-24;

Sebab :

Kurangnya petunjuk dan pengawasan dari Atasan/Pimpinan dalam
pengisian buku register permohonan banding dan petugas kurang
teliti‘cermat;

Akibat :
Regiter permohonan banding, kolom minutasi belum terisi,

Rekomendasi :
Segara diisi kolom-kalom pada buku register yang masih kosong;

Kondisi :

Pada perkara Nomor 2806/Pdt.G/2019/PAJS Daftar banding Nomor
32 tanggal 20 Mei 2019 tanggal pemberitahaun banding belum
ditulis pada buku register permohonan banding padahal berkas
banding sudah putus dan berkas sudah dikembalikan kembali ke
Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Kriteria :

Dalam pengisian buku register permohonan banding, seharusnya
dilakukan dengan terlib dan cermat yaitu semua terisi penuh dan
sempurna, sesuai dengan petunjuk buku Il edisi revisi tahun 2013,
halaman 22-24,

Sebab :
Petugas Register Permohonan Banding kurang cermat dan lalai;
Akibat :

Regiter permohonan banding, kelom tanggal pemberitahun banding
belum terisi;
Rekomendasi :

Seharusnya setelah pendaftaran banding selesai segara diisi
kolom-kclom yang harus diisi sesuai dengan Kketentuan yang
berlaku;



3. Kondisi:
PadaPerkara 7780/Pdt.G/2018/PAJS Daftar banding Nomer 35
tanggal 27 Mei 2019 tanggal minutasi belum ditulis pada register
permohonan banding,

Kriteria :

Dalam pengisian buku register permohonan” banding, seharusnya
dilakukan dengan tertib dan cermat yaitu semua terisi penuh dan
sempurna, sesuai dengan petunjuk buku Il edisi revisi tahun 2013,
halaman 22-24;

Sebab :

Kurangnya petunjuk dan pengawasan dari atasan dalam pengisian
buku register permohonan banding dan petugas kurang cermat;

Akibat :
Regiter permohonan banding, kclom minutasi belum terisi;

Rekomendasi :
Seharusnya setelah pendaftaran banding selesal segara diisi
kolom-kolom yang harus diisi sesuai dengan prosesnya register
banding;

4. Kondisi:

Pada Perkara Nomaor £528/Pdt.G/2019/PAJS. Daftar banding Nomor
42 Tanggal 27 Juni 2019 tanggal pemberitahuan banding belum
ditulis .

Kriteria :
Dalam pengisian buku register permohonan banding, seharusnya
dilakukan dengan tertib dan cermat yaitu semua terisi penuh dan

sempurna, sesuai dengan petunjuk buku |l edisi revisi tahun 2013,
halaman 22-24;

Sebab:

Kurangnya petunjuk dan pengawasan dari atasan dalam pengisian
buku register permahonan banding dan petugas kurang cermat,

Akibat :

Regiter permohonan banding, kelom tanggal pemberitahun banding
belum terisi;

Rekomendasi :

Seharusnya setelah pendaftaran banding selesai segara diisi kolom-
kolom yang harus diisi sesuai dengan prosesnya register banding;
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Kondisi :

Pada pendaftaran eksekusi Nomor 2/Pdt Eks/2019 permohanan
eksekusi tanah dan bangunan, karena biaya kurang maka ada
teguran biaya kepada pemchon sksekusi yang sudan dikirim via
Pos. Tetapi teguran .biaya isi redaksi yang dikirim melalui Pos
kepada pemonon eksekusi redaksinya untuk mengeksekusi anak.
Kriteria : :

Dalam pengisian buku register eksekusi. harus diisi dengan tertib dan
cermat, sesuai dengan petunjuk buku i edisi revisi tahun 2013,
halaman 22-24;

Sebab :

Petugas yang menangani register permohonan Eksekusi tidak teliti
sehingga terdapat wekeliruan yang tidak seharusnya terjadi.

Akibat :
Proses permohonan eksekusi berlarut-larut |
Rekomendasi :

Dalam menangani permohanan eksekusi harus hat-hati sebab
menyakut masalah nasib pemohon sksekusi yang sangat berguna
bagi pemohen eksekusi.

Kondisi :

pada buku Pendaftaran eksekusi  Nomer pendaftaran
13/Pdt Eks/201€ kolom tanggal penetapan eksekusi belum diisi.

Kriteria :

Dalam pengisian buku register eksekusi, harus diisi dengan tertib dan
cermat, sesuai dengan petunjuk buku Il edisi revisi tahun 2013,
halaman 22-24;

Sebab .

Petugas yang menangani register permohanan Eksekusi tidak telitl
sehingga terdapat Kolom tanggal penetapan belum dicatat,

Akibat :

Buku register eksekus| tanggal penetapan eksekusi masih kesong
belum terisi,

Rekomendasi :

Dalam menangani permohonan eksekusi harus hati-hati sebab
menyakut masalah nasib permahon eksekusi yang sangat berguna
bagi pemohon eksekusi.

7. Kondisi:

Dalam Register penyitaan barang bergerak. Keterangan yang ditanda

11
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tangan oleh ketua Pengadilan tidak menyebutkan jumlah halaman,
tidak menyebutkan dimulai halaman berapa sampai halaman dan setiap
halaman belum diberi nomor halaman,  Nomor perkara
4549/Pdt.5/2018/PA.JS. kolom 8§ ( Penyimpanan barang sita) dan
kolom 11 (tanggal pendaptaran) beleum diisi,

Kriteria :

Dalam pengisian buku register penyitaan barang bergerak, harus diisi
dengan tertib dan cermat, sesuai dengan petunjuk buku Il edisi revisi
tahun 2013, halaman 22-24;

Sebab :

Kurangnya petunjuk dan pengawasan dari atasan dalam pengisian
buku register dan adanya tugas ganda sebagai Juru Sita;

Akibat :

Register penyitaan barang bergerak kclom 9 dan 11 kesong belum
terisi

Rekaomendasi :

Supaya pengisian buku register penyitaan barang bergerak diisi dengan

terlib dan cermat, dan pengawasan ditingkatkan, diisi sesuai dengan
petunjuk buku Il edisi revisi tahun 2013, halaman 22-24,

8. Kandisi:

Dalam Register penyitaan barang tidak bergerak, Keterangan sudan
ditanda tangan oleh ketua Pengadilan dan tidak menyebutkan jumlah
halaman, tidak menyebutkan dimulai halaman berapa sampai halaman
berapa dan setiap halaman belum diberi nomor halaman, Nomor
perkara 3549/Pdt.G/2018/PA.JS. kalom 8 ( Penyimpanan barang sita)
dan kolom 11 (tanggal pendaptaran) beleum diisi, dan perkara belum
dicatat dalam buku register penyitaan tidak barang bergerak Nomor :

1. 3820/Pdt.G/2016/PA.JS.

2. 3073/Pdt.G/2017/PAJS.

3. 4062/Pdt.G/2017/PA.JS.

4. B03/PdtGl2019/PA.JS.

namun ini sudah ditidaklanjuti cleh petugas saat itu juga;
Kriteria :

Dalam pengisian buku register penyitaan barang tidak bergerak, harus
diisi dengan tertib dan cermat, sesuai dengan petunjuk buku Il edisi
revisi tahun 2013, halaman 22-24;

Sebab :

Kurangnya pengawasan dari atasan dalam pengisian buku register
dan adanya tugas ganda sebagai juru sita;
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Akibat :
Buku register penyitaan tidak barang bergerak kosong belum terisi;
Rekomendasi :

Supaya pengisian buku register penyitaan barang tidak bergerak, harus
diisi dengan tertib dan cermat, dan pengawasan ditingkatkan, diisi
sesuai dengan petunjuk buku Il edisi revisi tahun 2013, halaman 22-24;

8. Kondisi:

Register Akta Cerai ada 12 (dua belas) buku, Keterangan yang
ditanca tangan oleh ketua Pengadilan tidak menyebutkan jumlah
halaman, tidak menyebutkan dimulai halaman berapa sampai halaman
dan setiap halaman belum diberi nomor halaman. namun ini sudah
ditidaklanjuti oleh petugas saat itu juga;

Kriteria :

Dalam pengisian buku register Akta Cerai, diisi dengan tertib dan
cermat, sesuai dengan petunjuk buku Il edisi revisi tahun 2013,
halaman 23;

Sebab :

Kurangnya pengawasan dari atasan dalam pengisian buku register
dan adanyz tugas tambahan {ganda) petugas register sebagai
Panitera Pangganti;

Akibat :

Regiter buku register Akta Cerai, Keterangan yang ditanda tangan cleh
ketua Pengadilan tidak ada jumlah halaman, ticak ada dimulai halaman
berapa sampai halaman dan setiap halaman tidak ada nomor halaman:

Rekomendasi :

Supaya pengisian buku register Akta Cerai, harus diisi dengan tertib
dan cermat, dan pengawasan ditingkatkan, diisi sesuai dengan
petunjuk buku Il edisi revisi tahun 2013, halaman 23;

10. Kondisi:

Buku Register Ekonomi Syari'ah, perkara Nomor 407 belum diisi
untuk kolom 7 (tanggal pengunduran), 9 ( tanggal putus dan amar),
11 (tanggal minutasi);

Kriteria :

Dalam pengisian buku Register Ekonomi Syari'ah, harus diisi dengan
tertib dan cermat, sesuai dengan petunjuk buku Il edisi revisi tahun
2013, halaman 23;

Sebab:
Kurangnya pengawasan dari atasan dalam pengisian buku register;
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11.

12,

Akibat :
Register buku Register Ekanomi Syari'ah masih kosong belum terisi:
Rekomendasi :

Supaya pengisian buku Register Ekonomi Syari'ah, harus diisi
dengan tertib dan cermat, dan pengawasan ditingkatkan, diisi sesuai
dengan petunjuk buku Il edisi revisi tahun 2013, halaman 23:

Kondisi :

Dalam Register Mediasi, kolom 4, 5, 6. 7 dan 8 beleum diisitbelum
dicatat untuk perkara nomor -

1. 3563/Pdt G/2019/PA.JS

4266/Pdt.G/I2019/PA, JS
4235/Pdt.G/12019/PA. JS
4213/PdLG/2019/PA. JS
3971/Pdt.G/2019/PA. JS
4210/Pdt.G/2019/PA. JS
4208/Pdt.G/2019/PA. JS
4295/Pdt.G/i2019/PA. JS
4136/Pdt.G/201G/PA. JS

© ® N O DA LN

Kriteria :

Dalam pengisian buku Register Mediasi, harus diisi dengan tertib dan
cermat, sesuai dengan petunjuk buku Il edisi revisi tahun 2013,
halaman 22-24;

Sebab :

Kurangnya petunjuk dan pengawasan dari atasan dalam pengisian
buku register dan kurangnya SDM;;

Akibat :

Register Mediasi kolom 4, 5, 6, 7, 8, masih kosong belum terisi/oelum
dicatat;

Rekomendasi :

Supaya pengisian buku Register Mediasi diisi dengan tertib dan
cermat, dan pengawasan ditingkatkan, diisi sesuai dengan petunjuk
buku |l edisi revisi tahun 2013, halaman 22-24:

Kondisi ;

Register Surat Kuasa Khusus, Keterangan yang ditanda tangan oleh
ketua Pengadilan tidak menyebutkan jumlah  halaman, tidak
menyebutkan dimulai halaman berapa sampai halaman dan setiap
halaman belum diberi nomor halaman. namun ini sudah ditidaklanjuti
cleh petugas saat itu juga;
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Kriteria :

Dalam pengisian buku Register Surat Kuasa Khusus, diisi dengan
tertic dan cermat, sesuai dengan petunjuk buku Il edisi revisi tahun
2013, halaman 22-24;

Sebab :

Kurangnya pengawasan dari atasan dalam pengisian buku register
dan adanya tugas tambahan (ganda) petugas register sebagai
Panitera Pangganti;

Akibat :

Regiter buku Register Surat kuasa Khusus, Keterangan yang ditanda
tangan oleh ketua Pengadilan tidak ada jumlah halaman, tidak ada
dimulai halaman berapa sampai halaman dan setiap halaman tidak
ada nomor halaman;

Rekomendasi :

Supaya pengisian buku Register Surat Kuasa Khusus, harus diisi
dengan tertib dan cermat, dan pengawasan ditingkatkan, diisi sesuai
dengan petunjuk buku Il edisi revisi tahun 2013, halaman 22-24;
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D. ADMINISTRASI PERSIDANGAN.

1. Kondisi:
No. 2718/pdt G/2019/PA.JS (Cerai Gugat)
No. 2870/Pdt.G/2019/PA.JS (Cerai Gugat)
No. 3153/Pdt.G/2019/PA.JS (Cerai Gugat)
No. 3251/Pdt.G/2019/PA.JS (Cerai Gugat)
No. 3387/Pdt.G/2019/PA.JS (Cerai Talak)
No. 3488/Pdt.G/2019/PA.JS (Cerai Gugat)

No.

P

3528/Pdt G/20189/PA.JS (Cerai Talak)

Dalam berita acara sidang, sidang ditunda tanggal 15 Agustus
2018 telah ternyata dalam berkas tidak ditemukan adanya relaas
panggilan sidang yang telah ditentukan dalam sicang tersebut;
Dalam sidang lanjutan BAS tidak terdapat halaman yang berurut
dan berlanjut ;

Tidak menerapkan asas audi et aftrem partem;

Dalam berita acara sidang coretan zig zag / zero namun tidak
ada tulisan renvoinya,

Data pada SIPP telah dilakukan input sampai tahapan minutasi
namun masih terdapat berkas minutasi yang ditandatangani oleh
ketua majelis;

Dalam berkas tidak terdapat adanya PBT padahal akta cerai
telah dikeluarkan;

Dalam berita acara sidang setelah majelis bermusyawarah dan
akan membacakan putusan tidak ada kalimat yang menyatakan
persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, hal ini telah tidak
sesuai dengan ketentuan pasal 59,60.81 Uncdang-Undang No 7
Tahun 1889 Jo Pasal 13 Undang-Undang No 48 Tahun 2009,
Untuk Penetapan Hari Sidang untuk masalah perceraian harus
disesuaikan dengan pasal dan peraturan terkait PP No 9 Tahun
1975 Jo Pasal 138 KHI;

Terdapat penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan yang belum
dilaporkan ketua majelis kepada ketua pengadilan;
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Kriteria :

'

Jurusita tidak memanggil atas perintah ketua majelis karena
kemungkinan instrumen panggilan, tidak sam pai kepada jurusita
pengganti:

Nomor halamian berita acara sidang harus dibuat secara
bersambung dan berurutan dari sidang pertama sampai sidang
terakhir dan nomor halaman diletakan disebelah kanan bawah;
Jawaban (termasuk rekovensi bila ada) replik, duplik, rereplik,
reduplik dan alat-alat bukti seluruh dokumen terkait, serta
kesimpulan menjadi kesatuan berita acara dan diberi nomor urut
halaman;

Persamaan hak dan kedudukan para pihak cidepan sidang harus
sesuai kentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 dan pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 7 19889, jika
tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Seharusnya setiap ada coretan zig zag harus ada renvoinya
sesuai dengan petunjuk buku Il (pedoman pelaksanaan tugas
dan administrasi peradilan),

Pada berkas minutasi ketua majelis cukup dengan membubkuhkan
paraf saja;

Seharusnya penyelesain perkara harus diselesaikan paling lama
5 bulan untuk tingkat pertama, jika penyelesaian lebih dar 5
bulan maka ketua majelis hakim harus melaporkan kepada ketua
pengadilan ditembuskan kepada ketua PTA dan ketua MARI
terkait data-data perkara tersebut diwajibkan input data tepat
waktu untuk keseluruhan tahapanya termasuk jurnal keuangan
pada SIPP sesuai dengan SEMA No 2 Tentang penyelesaian
perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding pada 4
lingkungan peradilan;

Lihat juga :

1.

Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara secara
elektranik;

2. SK Dirjend Badilag nomor 21¢4/Dja/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang
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petunjuk pelaksanaan Perma ncmor 3 tahun 2018 tentang
administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Sebab :

- Panggilan berita acara sidang, persamaan hak antara penggugat
dan tergugat didepan sidang, zig zag dan renvoi, tidak adanya
PBT dan minutasi yang tidak lengkap akan mengurang
kesempurnaan dalam berkas. )

- Ketua majelis belum maksimal meneliti dan mengontrol sebelum
berkas di tandatangani

- Belum berfungsinya secara maksimal ketua majelis dan hakim
pengawas bidang dalam mengontrol berkas perkara

- Belum maksimalnya wakil ketua difungsikan sebagai koordinator
pengawas,

Akibat :

1. Administrasi persidangan kurang rapi dan alasan keterlambatan
tidak diketahui oleh ketua Pengadilan Agama, dan penanganan
perkara tidak cepat selesal, berlarutlarut, penanganannya
melehihi ketentuan yang ditentukan;

2. Relaas panggilan yang merupakan akta otentik sebagai dasar
pemanggilan tidak ada maka menjadi kurang sempurna;

3. Nomor halaman berita acara sidang tidak dibuat secara
bersambung dan berurutan dari sidang pertama sampai sidang
terarhir;

4. Tergambar memihak salah satu pihak,

Rekomendasi :

1. Ketua Majelis Hakim harus jeli dan serius dalam menangani
berkas perkara;

2. Dalam proses persidangan untux memenuhi asas sederhana,
cepat dan biaya ringan sebalknya majelis hakim dalam
menyidangkan perkara dibuat algoritme persidangan dengan
menentukan batasan tanggal, hari dan bulan sidang sehingga
diharapkan dalam proses persidanganya tidak berlarut-larut
melebihi dari ketentuan peratran perundangan;

3. Maksimalkan wakil kestua Pengadilan Agama sebagai
koordinator pengawasan;
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=KSAMINASI PUTUSAN

1. Kondisi: )

~ Ketua dan wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum
melksanakan eksaminasi terhadap putusan majelis hakim:

Kriteria :

Eksaminasi putusan harus dilaksakan oleh Pimpinan, hasilnya
digkspost kepada pihak-pihak (majelis - hakim) tersebut, panitera
pengganti dan juru sita pengganti, agar kekeliruan/kesalahan
penerapan hukum dari satu berkas perkara tidak terjadi pada
berkas/majelis hakim |ain;

Sebab :

Pimpinan (Ketua dan wakil)belum melakukan eksaminasi sehingga
belum bisa diketahui kesalahan dan kekurangan berkas putusan
majelis hakim;

Akibat :

Kemungkinan terjadinya kekeliruan/kesalahan yang ditemukan pada
eksaminasi pada suatu putusan/berkas perkara, bisa terulang terjadi
pada putusan/bekar perkara lainnya yang beda majelis hakimnya

Rekomendasi :

Ketua dan Wakil Ketua bisa berbagi tugas untuk melakukan
eksaminasi dan hasilnya di eksposkan kepada para Pejabat yang
terkait agar kesalahan yang ditemukan pada suatu berkas tidak
terulang pada berkas lainnya dan hasil eksaminasi tersebut di
laperkan kepada ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
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F. LAPORAN PERKARA

1. Kondisi:
Penyelesal perkara yang melebihi 5 (lima) bulan termasuk minutasi

belum diputus perkara Nomor :
985/Pdt.G/20717/PA JS.
2524/Pdt.G/2018/PA.JS. -
2693/Pdt.G/2018/PA JS
3087/Pdt.G/2018/PA.JS
3305/Pdt.G/2018/PA.JS
3358/Pdt.G/2018/PA.JS
3777/Pdt.G/2018/PA.JS
4223/Pdt.G/2018/PA.JS
4278/Pdt.G/2018/PA.JS
4535/Pdt G/2018/PA.JS
104/Pdt.G/2019/PA JS
237/Pdt.G/2019/PA.JS
279/Pdt.G/2019/PA.JS
300Pdt G/2019/PA.JS
402/Pdt.G/2019/PA.JS
344/Pdt.G/2019/PA.JS
407/Pdt.G/2019/PA.JS
452/Pdt.G2019/PAJS
462/P¢t.GI2019/PAJS
537/Pdt.G/2019/PAJS
603/Pdt.G/2019/PA JS
620/PGt.G/2019/PAJS
657/Pct.G/2019/PA JS
699/Pdt G/2019/PA JS
781/Pdt.G/2019/PA JS
803/Pdt.G/2019/PA JS
813/Pdt.G/2D19/PA.JS
940/Pdt.G/2019/PA.JS
1003/Pdt.G/2019/PA.JS
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30. 1220/Pdt G/2019/PA.JS
31, 1127/Pdt.Gl2019/PA.JS
32. 1231/Pdt.G/2019/PA.JS
33. 1262/Pdt.G/2019/PA.JS
34. 1276/Pdt.G/2019/PA.JS
35. 1402/Pdt.G/2018/PA.JS
36. 1426/Pdt.G/2018/PA.JS
37. 1427/Pdt GI2018/PA.JS
38. 1429/Pdt G/2019/PA.JS
39. 1431/PdtG/2019/PA.JS
40. 1442/Pdt.G/2019/PA.JS
41. 1505/Pdt.Gf2019/PA.JS
42, 1528/Pdt.G/2019/PA.JS
43 1532/Pdt.G/2019/PAJS
44 1567/Pdt.G/2019/PA.JS
45. 1569/PdL.G/2018/PA.JS
46. 1572/Pdt.G/2018/PA.JS
47. 1584/Pdt G/2019/PA.JS
48. 1585/Pdt G/2019/PA.JS
49, 1534/Pdt G/2019/PA.JS
50. 1665/Pdt.G/2019/PA.JS
51, 1675/Pdt.G/2019/PA.JS
52. 1681/Pdt.G/2019/PA JS
53. 1707/Pdt.G/2019/PA.JS
54. 1709/Pdt.G/2019/PA.JS
55. 1776/Pdt.G/2018/PA.JS
56. 1791/Pdt.G/2019/PA.JS
57. 1800/Pdt.G/2019/PA.JS
58. 180B/Pdt.G/2019/PA.JS
§9. 1B07/Pdt G/2019/PA.JS
60. 1809/Pdt G/2019/PA.JS
61. 1812/Pdt.G/2019/PA.JS
62. 1813/PdL.G/2019/PA JS
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63. 1817/Pdt.G/2019/PA.JS
64. 1826/Pdt.G/2019/PA.JS
65. 1855/Pdt.G/2019/PA.JS
66. 1865/Pdt.G/2019/PA.JS
67. 1875/Pdt.G/2099/PA.JS
68. 1877/Pdt.G/2019/PA.JS
69. 1879/Pdt.G/2019/PA.JS
70. 1885/Pdt.G/2019/PA.JS
71. 1886/Pdt.G/2019/PA.JS
72. 1888/Pdt.G/2019/PA.JS
73. 1889/Pdt.G/2019/PA.JS
74, 1891/Pdt.G/2019/PA.JS
75. 1894/PdtGl2019/PA.JS
76. 1904/Pdt.G/Z2019/PA.JS
77. 1911/PALG2019/PA JS
78. 1914/Pdt.Gr2018/FPA JS
7S, 1922/Pdt.G/2018/PA.JS
80. 1924/Pdt.G/2018/PA.JS
81, 1925/Pdt.G/2019/PA.JS
82. 1930/Pdt.G/2019/PA.JS
83. 1987/Pdt.G/2018/PA.JS
84. 1944/Pdt.G/2018/PA.JS
85. 1948/Pdt.G/2019/PA.JS
86. 1951/Pdt.G/2018/PA.JS
87. 1955/Pdt.G/2018/PA.JS
88. 1959/Pdt.G/2C18/PA.JS
89. 1961/Pdt.G/2018/PA.JS
90. 1983/Pdt.G/2018/PA.JS
91. 1961/Pdt.G/2018/PA.JS
92. 1967/Pdi.G/2019/PAJS
93. 1974/Pdt.G/2019/PA.JS

Kriteria :
Penyelesaian perkara lebih 5§ (lima) bulan harus dilaporkan ketua
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Pengadilan Agama dan tembusan ke Ketua Pengadilan Tinggi
Agama serta Ketua Mahkamah Agung, sesuai dengan petunjuk SEMA
Nomor 2 Tahun 2014,

Sebab :
Kurangnya kontrel pengawasan Ketua/HAWASBID. Terhadap kinerja
hakim, perkara-perkara yang ditangani lebih dari 5 {lima) bulan;

Akibat :

Tidak memenuhi standar SEMANomor 2 Tahun 2014 tentang
penyelesaian Pengadilan Tingkat pertama dan tingkat banding pada
4 (empat) lingkungan peradilan;

Rekomendasi :

Pimpinan agar selalu melakukan monitoring terhadap kinerja hakim
dalam penyelesaian perkara dan apa bila penyelesaian perkara lebih
dari 5 (lima) bulan belum diputus, Majelis Hakim yang menangani
tarsebut melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama tembusannya
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama sempat dan Ketua
Mahkamah Agung;

Kondisi :
Pengiriman berkas perkara banding melebihi ketentuan 1 (satu)
bulan sejak dari permohonan di ajukan terdiri perkara :
1. 4060/Pdt.G/201T/PA.JS,
2. 1021/Pdt.G/2018/FA. JS;
3. 27B0/Pdt.G/2018/PA. JS;
4. 3353/Pdt.G/2018/PA. JS;
5. 4528/Pdt.GI2018/PA. JS;
6. 1871/Pdt.C/2018/PA. JS;
7. 4435/Pdt G/2018/PA. JS;
8. 132/Pdt.G/2019/PA. JS,
9. 3820/Pct.G/2017/PAJS;
10. 1177/Pdt.G/2018/PA.JS;
11. 2845/Pdt.G/2018/PA JS;
12. 1464/Pdt.G/2018/PA.JS,
13. 3549/Pdt.G/2018/FA.JS:
14. 1957/Pdt. G/2018/PA.JS;
15. 4184/Pdt. G/2018/PA.JS;
16. 2279/Pdt. G/2018/PA.JS,
17. 1951/Pdt G/2018/PA.JS;

Kriteria :

Berkas perkara banding harus dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama
dalam waktu 1 (satu) bulan sedejak permchonan banding diajukan,
jika para pihak dalam yurisdiksi Pengadilan setempatpernyataan
banding diajukan, apa bila para pihak diluar pengadilan yurisdiksi
pengadilan setempat pemnyataan banding diajukan dapat dikirim
lebih 1 (satu) bulan berdasarkan buku Il edisi revisi tahun 2013
halaman 7 dan B,
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Sebah:

Petugas yang bartanggung jawab menyusun berkas perkara banding
bundel B, masih menunggu memori banding dan kontra memeori
banding tidak mengikuti proses tahapan penyusunan berkas banding
dan beberapa perkara banding yang Majelis Hakim serta Panitera
Pengganti lambat ‘menyerahkan bundel A dan putusan ke bagian
petugas banding;

Akibat : i

Pelayanan terhadap perkara banding mengalami keterlambatan,
karena berkas banding melebihi wakiu yang ditetapkan oleh
prosudur penerimaan perkara banding sehingga penyelesaian
mengalami wakiu yang agak lama dalam penyelesaian perkara
tersebut;

Rekomendasi :

Supaya berkas perkara banding dikirim tepat waktu sesuai dengan
Pola Bindalmin setelah melaluli tahapan-tahapan prosudur banding
tidak perlu menunggu memari banding dan kontra memori banding
berdasarkan buku Il edisi revisi tahun 2012 halaman 7 dan 8;

Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Halibinwasda. Jakarta Selatan 2019 24




G. KEARSIPAN PERKARA.
3. Kondisi:

Dalam ruangan pengarsipan sebagian berkara perkara tahun 2015
masih disimpat di atas lemari dan sebagian tahun 2012 masih
disusun diatas lantei belum disusun dalam lemari/rak, Box sudan
diberi nomaor serta nomor perkara dan semua rak belum diberi

nomaor,;

Kriteria :
Berkas perkara dalam box harus ditata dalam lemarifrak;
Sebab :

Sebagian berkas perkara dalam box belum ditata dengan baik
karena Kurangnya petugas dan pengawasan dari Panmud. Hukum

Akibat :
Pengarsipan berkas perkara belum tertata dengan baik dan masih
ada yang diatas lemari dan lantai

Rekomendasi :

Supaya pengarsipan berkas perkara dikelcla dengan baik,
disediakan lemar/rax dan ruangan diberikan pengharum serta
berikan bahan pengawet dan bahan lainya yang membuat arsip
tahan lama;




Kondisi :
Belum diberlakukan lembar abasen istirahat siang untuk pegawai,

Kriteria :
Mengacu pada persyaratan APM yang harus ada absen istirahat

untuk pegawai,

Sebab :

Absen istirahat siang belum dilaksanakan;
Akibat :

Tidak adanya data dan arsip jam istirahat;
Rekomendasi :

Untuk segera diberlakukan, absen istirahat siang;
Kondisi :

Masih ada pegawai PAJS dari unsur kesekretariatan yang belum
melaporkan LHKPN,

Kriteria :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme UU Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Kerupsi
dan Peraturan Pemberantasan Koropsi Nomor 7 Tahun 2006,
Peraturan  Sekertaris ~ Mahkamah  Agung RI Nomer
174/SEK/SKVII2017 tentang Penyampean LHKPN melalui KPK.

Sebab :

Adanya kelalaian dari aparatur yang bersangkutan;

Akibat :

Pegawal atau apatur yang bersangkutan akan mendapat sangsi;
Rekomendasi :

Pimpinan hendaknya memberikan teguran kepada kasub
kepegawaian untuk diteruskan ke pegawai tersebut segera
ditindaklanjuti;

Kondisi :
Masih terdapat 6 pegawai Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang
belum memiliki Karis dan Karsu,
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Kriteria :

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian PNS;

Sebab :

Belum diusulkar untuk pembuatan Karls dan Karsu dikarenakan
baru masuk;

Akibat :
Tidak lengkapnya data pegawai pada aplikasi SIKEP.

Rekomendasi :
Segera diusulkan pembuatan Karis dan Karsu.
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b. Perencanaan, Tl, dan Pelaporan

1. Kondisi:
Program kerja belum dibuat dengan sempurna;
Kriteria;
Lampiran Il Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor
KMA/QBO/SKANII/20086, tanggal 24 Agustus 20086;
Sebab: i
Kurang optimal dalam penyususan pregram Kerja;
Akibat:
Tugas, tidak sesuai dengan program Pegawai belum
melaksanakan kerja,
Rekomendasi:
Pregram kerja pada awal tahun seharusnya dibuat dan dibagikan
kepada semua pegawai agar dapat melaksanakan sesuai program
kerjanya;
. Kondisi:
Belum dilakukan evaluasi perjanjian kinerja secara periodik:
Kriteria;
Buku VI tata pelaksanaan pengawasan pengadilan;
Sebab:
Petugas kurang cermat;
Akibat:
Tidak diketahui tindak lanjut evaluasi perjanjian kinarja;
Rekomendasi:
Evaluasi perjanjian kinerja harus dilakukan secara pricdik;
3. Kondisi:

Penghapusan Barang Inventaris kantar yang sudah rusak belum
diusulkan;

Kriteria :
Buku VI tentang tata laksana pengawasan pengadilan;

Sebab :
Belum ada perencanaan tentang penghapusan barang inventaris di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Akibat :
Terhambatnya penginputan permintaan barang persediaan;

Rekomendasi :
Setap awal tahun dibuat perencanaan tentang penghapusan
barang-barang inventaris yang sudah tidak dapat dipakai;
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4. Kondisi:
Permintaan barang persediaan pelum diinput ke dalam aplikasi
SIMAN MBN,;
Kriteria :
Barang harus diinput ke apliksi untuk permintaan barang
persediaan;

Sebab : -
Tidak ada pegawai yang mengerjakan,

Akibat :
Terhambatnya penginputan permintaan barang persediaan,

Segera ditindaklanjuti permintaan parang-barang persediaan wajid
di input ke aplikasi SIMAN MBN untuk mempermudah mengontrol
barang persediaan,

5. Kondisi:
Ceklis kebersihan belum lengkap,

Rekomendasi : ‘

)
Kriteria : q
Ceklis kebersihan harus dilakukan pemeriksaan setiap harr’ |

Sebab :
Petugas yang bertanggung jawab untuk itu kurang aktif;

Akibat :
Tidak adanya laporan dar kebersihan tersebut dan siapa yang

bertanggung jawab;
Rekomendasi :

Ceklis kebersihan untuk dibuat dan diketahui siapa penanggung jawabnya;

6. Kondisi:
Penomoran buku-buku di perpustakaan belum semua diberikan

lebel, belum ada dalam buku induk;

Kriteria :

Nomor buku-buku di perputakaan harus dibuat dan disesuaikan
dengan nomor buku induk;

Sebab :
Kurangnya petugas kepustakaan:

Akibat :
sulit untuk melihat data-cata buku-buku dalam kepustakaan,
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Rekomendasi :
Dalam buku induk harus ada nomornya sesuai dengan nomer buku-
buku dalam kepustakaan.

Kondisi : .
Belum ada |oker penitipan barang untuk pengunjung perpustakaan;

Kriteria : "

Setiap barang haHarus disediakan Icker untuk penitipan barang buat
pengunjung dan ditunjuk penggunanya, berbentuk PSP (Penetapan
Status Penggunaan;

Sebab :
Tidak tersedianya loker di perpustakaan,

Akibat :
Menghambat dalam penitipan barang untuk pengunjung;

Rekomendasi :
Agar disediakan loker penitipan;

Kondisi :

Bendahara belum melakukan potongan pajak untuk uang harian
SPFPD pada pegawai;

Kriteria :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 Tentang
Pemotangan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara(PNS).

Sebab :
Kasubag Umum dan keuangan kurang jeli dan administrasinya

kurang rapi, Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengawasan
kelengkapan dokumen kurang teliti/fcermat;

Akibat :

Adanya kelebihan bayar yang harus dikembalikan ke Negara;
Rekomendasi :

Untuk segera diperbaiki dan ditindaklanjuti;

Kondisi :

Bukti-bukti kwitansi dan berkas sewa rumah dinas hakim ada yang
tidak lengkap an. Eko Budiyona.
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